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Intisari  
Dandi Darmadi, E12113016. Analisis Hasil Pemeriksaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 
2015, (Dibimbing oleh Dr.H. A. Samsu Alam, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, 
M.Si) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara atas berbagai temuan dan rekomendasi terhadap 
Hasil pemeriksaan Pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan dan apa saja kriteria yang menjadi acuan 
BPK dalam memberikan Opini terhadap Hasil Pemeriksaan pengelolaan 
keuangan daerah serta factor apa saja yang mempengaruhi tindakan 
Pemerintah kabupaten Luwu Utara terhadap Hasil pemeriksaan BPK 
tersebut. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif 
dengan tujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai 
pelaksanaan Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap 
hasil pemeriksaan BPK. Dianalisa secara kualitatif berdasarkan laporan 
dan catatan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data 
meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder 
yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. 
Dari Hasil penelitian menujukkan bahwa ada kriteria yang menjadi 
dasar BPK dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan 
pemerintah, dan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap hasil pemeriksaan 
pengelolaan keuangan daerah Tahun anggaran 2015, telah dilaksanakan 
seluruhnya memenuhi unsure kecukupan, ketepatan waktu dan 
efektivitas, serta ada dua factor yaitu pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh objek pemeriksaan 
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Abstract 
 
Dandi Darmadi, E12113016. Examination Result Analysis of 
Financial Management District Forestry and Fiscal Year 2015 (Supervised 
by Dr.H. A. Samsu Alam, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si) 
This study aims to determine the actions Luwu Utara District 
Government on the findings and the recommendation of the examination 
results The financial management area is carried out by the Audit Board 
and what are the criteria that the reference CPC in providing Opinion on 
Examination of financial management as well as the factors that influence 
North Luwu regency government action against the CPC examination 
results. 
The method used in this research is descriptive with the aim of 
providing a factual overview of the implementation of the Follow-Up Luwu 
Utara District to the results of BPK. Analyzed qualitatively based on 
reports and records that exist in the field. Data collection techniques 
include primary data, observation and interviews and secondary data, 
literature study and documentation. 
 From the results showed that there are criteria on the basis of the 
CPC in giving opinion on the financial statements of the government, and 
the implementation of actions taken by local governments North Luwu 
Regency on the results of the examination of financial management 
financial year 2015, have been implemented entirely meet the elements of 
adequacy, timeliness and effectiveness, and there are two factors that 
supporters and obstacles in the implementation of the follow-up conducted 
by the examination object 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang 
Seiring dengan upaya perbaikan dari waktu ke waktu terhadap 
pengelolaan keuangan negara dalam bingkai otonomi daerah yang harus 
dilaksanakan secara tertib, maka instansi pemerintah daerah diwajibkan 
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku serta tugas dan fungsinya. Dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
disebtukan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
Dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah yang termasuk 
didalamnya adalah asas tanggung jawab yang berarti keuangan daerah 
harus dikelolah secara tertib, tepat waktu serta tepat guna. Akan tetapi 
dalam proses pengelolaan, baik itu perencanaan, penggunaan maupun 
pertanggung jawabannya banyak dilaksanakan tidak tertib sehingga tidak 
mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bisanya dipertanggung 
jawabkan penggunaannya. Oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 
2 ayat (2) Melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 
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jawab keuangan Negara, dan hasil dari pemeriksaan tersebut BPK 
memberikan opini terhadap pegelolaan keuangan daerah tersebut. 
Melihat dari tahun ke tahun setiap Laporan Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan pelanggaran atau temuan-
temuan yang menjadi catatan BPK kepada pemerintah. Begitupun yang 
terjadi di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dimana sebagai contoh 
bahwa pada saat keluarnya Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk 
tahun 2014 Luwu Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 
begitupun dengan Hasil Pemeriksaan 2015 meraih WTP, yang artinya 
pemeriksa menganggap bahwa pengelolaan keuangan Luwu utara telah 
dianggap terselenggara baik dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya 
dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 
keputusan.  
Kedudukan keuangan daerah yang terintegrasi dalam APBD 
sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan 
keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses 
pembangunan di daerah, serta APBD juga merupakan wadah untuk 
menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui 
program dan kegiatan, oleh karena itu Dalam pengelolaan APBD ini harus 
berdasarkan asas pengelolaan secara tertib, yang artinya harus dikelolah 
secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung oleh bukt-bukti 
administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan agar mencapai sasaran 
yang lebih optimal. 
3 
 
Tabel 1 
Temuan BPK terhadap ketidakpatuhan peraturan perundang-
undangan pada Pemerintah kabupaten Luwu Utara TA. 2015 
1 Terdapat selisih saldo kas pada dinas Sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi sebesar Rp. 172.062.000,00 
2 Pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran pada pemerintah 
kabupaten Luwu Utara tidak tertib 
3 Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 
(PBB-P2) tidak sesuai ketentuan 
4 Pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan social tidak sesuai 
ketentuan 
5 Kekurangan volume pekerjaan pada dinas kesehatan sebesar Rp. 
37.618.194,59 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum 
dikenakan sanksi denda keterlambatan pada dinas PU minimal 
sebesar Rp.49.068.285,48 
(Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah kabupaten Luwu 
Utara TA. 2015 Nomor: 22.C/LHP/XIX.MKS/06/2016) 
Sehubungan dengan temuan pada LHP BPK terhadap keuangan 
daerah kabupaten Luwu Utara TA 2015, BPK merekomendasikan kepada 
Bupati Luwu Utara agar : 
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1. a. Memberikan sanksi kepada kepala Dinsos Nakertrans; 
b. Menginstruksikan kepada kepala Dinsos Nakertrans untuk   
memberikan sanksi kepada Bendahara pengeluaran, 
2. Kepala Bidang pendapatan DPPKAD menaati peraturan 
perundang-undangan dalam melakukan pengelolaan pajak hotel 
dan pajak restoran 
3. Memberikan sanksi kepada: 
a. Kepala seksi pendataan bidang pendapatan DPPKAD yang lalai 
dalam melaksanakan tupoksinya untuk melakukan pendataan 
WP PBB P2 sesuai Perda; 
b. Kolektor penagih PBB-P2 pada Desa tete uri dan desa 
Pombakka yang lalai dalam melakukan penyetoran penerimaan 
PBB-P2 tidak menaati ketentuan yang berlaku. 
4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada kepala 
Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi yang lalai dalam 
pengendalian dan pengawasan atas proses dan evaluasi calon 
penerima Hibah; 
5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada  
a. Kepala dinas kesehatan dan kepala dinas pekerjaan Umum, 
PKK, PPTK, konsultan pengawas dan pengawas teknis yang 
lalai dalam mengendalikan dan mengawasi pekerjaan penyedia 
jasa dengan baik; 
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b. Pejabat penerima hasil pekerjaan yang lalai dalam 
melaksanakan pemeriksaan secara teliti atas pekerjaan yang 
dikerjakan pihak penyedia jasa. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam 
Pasal 20 menyebutkan bahwa Pejabat wajib Menindak Lanjuti 
rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. 
Adanya temuan-temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara mengindikasikan bahwa adanya ketidak tertiban dalam pengelolaan 
keuangan daerah yang ditemukan oleh pemeriksa atau auditor BPK baik 
itu yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan 
ataupun yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, akan tetapi 
ketidak tertiban pengelolaan ini merupakan penyimpangan dari prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa dalam setiap tahun ada 
temuan BPK terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah 
kabupaten Luwu utara seperti pada LHP TA. 2015 ini sekalipun Laporan 
Hasil Pemeriksaannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), dan hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah 
daerah, namun apakah dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut berjalan 
mulus dan dilaksanakan seluruhnya oleh pejabat yang bersangkutan serta 
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apakah telah sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan 
menjadikan sesuatu yang menurut saya menarik untuk diteliti sesuai 
dengan pembahasan yang telah di uraikan dengan judul “Analisis Hasil 
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun Anggaran 2015”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
maka ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi Kriteria pemberian opini terhadap 
pengelolaan keuangan daerah ? 
2. Bagaimana pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
pengelolaan keuangan daerah kabupaten Luwu utara TA. 
2015? 
3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses 
tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah 
kabupaten Luwu Utara ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan kriteria yang menjadi 
dasar pemberian opini pengelolaan keuangan daerah. 
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2. Untuk Menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan tindak 
lanjut pemerintah daerah terhadap hasil pemeriksaan BPK atas 
pengelolaan keuangan daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2015. 
3. Untuk menggambarkan dan menjelaskan factor-faktor 
pendukung dan penghambat tindak lanjut hasil pemeriksaan 
pengelolaan keuangan daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2015. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat 
memberi manfaat sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya 
perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan 
bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
ilmu pemerintahan. 
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan dan saran serta dapat dijadikan bahan kajian 
bagi semua pihak terutama pemerintah daerah kabupaten 
Luwu Utara dalam rangka tercapai tertib pengelolaan keuangan 
daerah. 
3. Secara Metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti 
selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama 
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dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam 
hal perkembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang 
digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi 
landasan teori dalam penelitian. Setelah pemaparan mengenai hal-hal 
yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaatnya, selanjutnya di bagian ini akan dikemukakan tentang 
landasan-landasan teori. 
A.1.  Analisis 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Suharso 
dan Ana Retnoningsih menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut: 
a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mengetahui 
keadaan sebenarnya (asal usul,sebab, penyebab sebenarnya, 
dan sebagainya). 
b. Analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai 
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri.1 
Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting 
khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah 
permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi 
                                                          
1
 Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Semarang:Widya Karya. Hal 37 
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apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu 
penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah pun 
dapat diketahui. 
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, 
sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah 
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai. 
b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci 
mengenai objek permasalahan. Hal ini tentu mendukung proses 
penemuan solusi dari permasalahan yang dianalisis. 
c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi 
yang akan dilakukan. 
Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media 
menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah 
yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam 
tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil 
analisis akan sangat memengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah 
tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai tahapan 
dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara 
sistematis, teliti, dan objektif. 
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A.2.  Pemerintah 
Menurut W.S. Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya 
adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan yang 
menjalankan kekuasaannya.2 
Pemerintah di Indonesia, dibagi berdasarkan tingkatan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan 
desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan 
pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
                                                          
2
 Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.Hal 10 
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otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasannya di Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, 
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  
A.3.  Tindak Lanjut 
Menurut Hiro Tugiman (2006) Tindak lanjut merupakan suatu 
proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketetapan waktu 
dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 
temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan. Langkah ini sebagai suatu 
aksi atau tindakan koreksi (corrective action) sebagai lanjutan langkah 
dalam mencapai perbaikan atau mengembalikan segala kegiatan pada 
tujuan yang seharusnya. Pekerjaan pemeriksa atau auditor akan menjadi 
efektif apabila pihak yang diperiksa memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan 
tersebut dengan menindak lanjutinya sesuai dengan hasil yang 
diharapkan.3 
Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 
13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
                                                          
3
 Tugiman, Hiro. 2006. Standar Profesional Audit Internal. Kanisius. Jakarta. Hal 11 
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terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa Tindak 
lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah hal yang harus dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 
Jafar Saidi (2014) mengemukakan bahwa setelah pemeriksaan 
dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil 
pemeriksaan sebagai bentuk peretanggung jawaban atas pemeriksaan 
yang dilaksanakan. Jika diperlukan dapat pula dibuatkan mengenai 
laporan intern pemeriksaan.Laporan intern diterbitkan sebelum suatu 
pemeriksaan secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan 
tindakan pengamanan dan pencegahan bertambahnya kerugian Negara.4 
Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut 
laporan hasil pemeriksaan menjadi sangat penting karena berhasil atau 
tidaknya pengawasan penyelenggara pemerintah daerah dapat diketahui 
dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
rekomendasi hasil pemeriksaan.Jafar saidi selanjutnya mengemukakan 
Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau 
sebagian dari rekomendasi tersebut. 
 
 
                                                          
4
 Saidi, Djafar. 2014.Hukum Keuangan Negara. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 104 
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Abdul Halim (2012) mengemukakan adapun tindak lanjut hasil 
pemeriksaan oleh pemerintah daerah mencakup: 
i. Tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
ii. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. 
iii. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah dibidang 
kelembagaan. 
iv. Tindakan pengaduan perbuatan pidana. 
v. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan 
ketatalaksanaan.5 
Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah telah ditegaskan dalam pasal 18 bahwa Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang tidak menindak Lanjuti rekomendasi pejabat 
pengawas pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dengan menindak lanjuti Laporan hasil pemeriksaan berarti 
pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan 
maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tanpa 
                                                          
5
 Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.Hal 42 
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tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan 
kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidak percayaan public. 
A.4.  Pemeriksaan 
Secara umum pemeriksaan atau audit merupakan perbandingan 
antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan 
yang ada atau keadaan yang sebenarnya melekat pada objek yang 
diperiksa.Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya 
terjadi. 
Djafar Saidi (2014) Pemeriksaan adalah proses identifikasi 
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.6 
Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan 
yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu, 
pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan  sedangkan 
pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Suatu pengawasan 
akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. 
Apabila keseluruhan tindak lanjut itu dilakksanakan, maka keseluruhan 
pekerjaan tersebut merupakan pengendalian. Akan tetapi bilamana tindak 
lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan. 
                                                          
6
 Saidi, Djafar. 2014.Hukum Keuangan Negara. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 80 
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Alvin A. Arens, Raandel J. Elder dan Mark S. Beasley (2014) dalam 
bukunya “Auditing And Assurance Services” membedakan jenis 
pemeriksaan sebagai berikut : 
1. Operational Audits (Pemeriksaan Operasional)  
Pemeriksaan opersaional adalah salah satu jenis pemeriksaan yang 
dilakukan terhadap prosedur, metode, dan operasi kegiatan suatu 
entitas untuk menilai efektivitas dan efesiensi kegiatan entitas 
tersebut.Pada akhir pemeriksaan operasional diajukan saran-
saran/rekomendasi yang ditujukan kepada pihak manajemen 
peruasahaan.Tujuannya untuk memperbaiki jalannya operasi 
perusahaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan operasional tidak 
terbatas pada masalah-masalah akuntansi saja, melainkan dapat 
meliputi evaluasi terhadap  struktur organisasi, metode produksi, 
pemasaran hasil produksi, dan bidang lainnya yang menjadi keahlian 
pemeriksaan.  
2. Compliance Audits ( Pemeriksaan Ketaatan)  
Pemeriksaan ketaatan adalah suatu proses pemerikasaan atas 
ketaatan perusahaan yang berssangkutan terhadap pelaksanaan 
peraturan, prosedur, kontrak yang ditetapkan oleh pihak berwenang, 
baik pemerintah maupun manajemen perusahan itu sendiri. Hasil 
pemeriksaan ketaatan semuanya dilaporkan kepada pimpinan 
perusahaan. 
17 
 
3. Financial Statement Audits (Pemeriksaan Laporan Keuangan)  
Pemeriksaan laporan keuangan adalah proses pemeriksaan yang 
dilakkukan atas laporan suatu organisasi atau perusahaan dengan 
tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian 
laporan keuangan tersebut dimana criteria yang berlaku adalah 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Indonesia atau secara 
internasional dikenal sebagai  Generally Accepted Acounting 
Principles (GAAP).7 
Terkait dengan pemeriksaan keuangan Negara diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam undang-
undang ini yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi 
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dari pengertian 
tersebut pada intinya menjelaskan empat hal yakni proses pemeriksaan, 
karakteristik pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan objek pemeriksaan. 
A.5.  Keuangan Daerah 
Menurut Mamesah (2002) keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu 
                                                          
7
 Arens, A Alvin. 2014. Auditing And Assurance Services. Erlangga. Jakarta. Hal 13-15 
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baik berupa  uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah 
sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih 
tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.8 
Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam 
ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak 
dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. 
Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan 
daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik  daerah. 
 Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD).  Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada 
ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, 
bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup 
yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 
                                                          
8
 Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.Hal 24 
19 
 
Menurut Abdul Halim (2002) mengemukakan bahwa ruang lingkup 
keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung 
dan kekayaan daerah yang dipisahkan Yang termasuk keuangan daerah 
yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah.9 
Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang 
ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut : 
1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 
serta melakukan pinjaman, 
2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah 
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,  
3) Penerimaan daerah, 
4) Pengeluaran daerah,  
5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa 
uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan daerah, 
                                                          
9
 Ibid. Hal 7 
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6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan 
atau kepentingan umum. 
A.6.  Pengelolaan Keuangan Daerah 
Menurut Halim (2012) Pengelolaan Keuangan daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
keuangan daerah.10 
Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
keuangan daerah. Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan 
perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana 
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi 
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun 
                                                          
10
 Ibid. Hal 24 
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oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan dari yang bersifat 
incramental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan 
reformasi. 
Menurut Halim (2012) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan 
dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan 
menggunakan konsep nilai uang (value for money) serta tata 
pemerintahan yang baik. Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam 
pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP nomor 105 tahun 
2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan 
pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi 
pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 
tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap 
mulai tahun anggaran 2005 Dilihat dari aspek masyarakat (customer) 
dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 
yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan 
pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektifterutama dalam 
menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi 
pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini 
didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara 
keseluruhansehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar 
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kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan 
retribusi.11 
A.7.  Kerangka Konseptual 
Dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu tahapan yang 
harus dilalui adalah pemeriksaan atau auiditng, Pemeriksaan keuangan 
daerah merupakan salah satu tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan, 
dalam melaksanakan tugasnya BPK menentukan objek pemeriksaan dan 
mengeluarkan Laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini atas 
pengelolaan keuangan daerah. Proses pemeriksaan ini dianggap sangat 
penting karena merupakan koreksi terhadap penggunaan keuangan 
daerah untuk mencapai ketertiban pengelolaan. 
Setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan 
keuangan daerah maka terbitlah Hasil pemeriksaan yang termuat dalam 
sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat berbagai temuan dan 
opini yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk 
ditindak lanjuti. 
Namun apakah dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut berjalan 
mulus dan dilaksanakan seluruhnya oleh pejabat yang bersangkutan serta 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan 
memahami penjelasan penulis, maka dibawah ini gambaran bagan 
kerangka konseptual sebagai berikut: 
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 Ibid. Hal 24 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
a. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan lebih fokus pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam 
rekomendasi LHP BPK sebagai organisasi dan tata kerja lembaga teknis 
daerah yang melaksanakan langsung tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK diantaranya Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas 
DPPKAD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. 
Waktu yang diperkirakan oleh penulis ialah selambat-lambatnya 
dua bulan agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat dan 
mendalam mengenai permasalahan yang penulis akan teliti. 
b. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta 
memahami dan menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Tindak Lanjut yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara atas Hasil 
Pemeriksaan keuangan daerah yang dikeluarkan BPK. 
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c. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya,  
data primer di peroleh melalui : 
 Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. 
 Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.  
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. 
Adapun data skunder diperoleh melalui : 
 Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-
buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 
penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas 
internet. 
 Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut 
Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
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variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 
d. Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
e. Informan  Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.Informan dalam 
penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
 Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan 
 Bupati Kabupaten Luwu Utara 
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 Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara   
 Kepala Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi 
 Kepala Bidang Pendapatan Dinas DPPKAD 
 Kepala Seksi Pendataan bidang Pendapatan Dinas DPPKAD 
 Kepala Dinas Kesehatan 
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 
f. Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, 
yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam 
bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. 
Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini  dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk 
memperjelas gambaran hasil penelitian. 
g. Definisi Konsep 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi 
tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa terhadap 
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan objek dan tujuan 
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pemeriksaannya, LHP dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa 
keuangan.  
2. Hasil pemeriksaan memuat berbagai temuan oleh BPK terhadap 
pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti. 
3. Menurut Hiro Tugiman (2006) Tindak lanjut merupakan suatu 
proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketetapan 
waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen 
terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan. 
Langkah ini sebagai suatu aksi atau tindakan koreksi (corrective 
action) sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan atau 
mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya. 
4. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan tindak 
lanjut LHP yaitu : 
 Faktor pendukung. 
1. Obrik yang Koperatif 
2. Sumber Daya manusia yang kompeten 
 Faktor penghambat. 
1. Administrasi yang rumit 
2. Mutasi jabatan 
3. Tidak adanya kepedulian obrik 
4. Obrik yang tidak koperatif 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, akan diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian 
beserta  hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Kabupaten Luwu Utara, sejarah, aspek-
aspek pendukung seperti potensi sumber daya alam dan hayati, aspek 
sosial dan ekonomi serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan 
Sulawesi selatan. Selain itu, bab ini akan menguraikan analisis hasil 
pemeriksaan keuangan daerah Tahun anggaran 2015 dan faktor-faktor 
yang berpengaruh baik itu sifatnya menghambat maupun mendukung 
dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan daerah 
kabupaten Luwu Utara. 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan 
data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
sebagai objek penelitian. 
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A.1.  Sejarah kabupaten Luwu Utara 
Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh 
wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan Undang Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan mengubah mekanisme 
pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah. Tepatnya pada 
tanggal 10 Pebruari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan 
Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi 
menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I 
Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan 
No.136/776/OTODA tanggal 12 Pebruari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 
April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999. 
Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah kabupaten di 
provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. 
Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang 
Nomor 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari 
Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 
14.447,56 km2 dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan 
terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 
7.502,58 km2. 
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Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas 
Saluampak Kecamatan Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: 
1. Kecamatan Sabbang 
2. Kecamatan Pembantu Baebunta 
3. Kecamatan Limbong 
4. Kecamatan Pembantu Seko 
5. Kecamatan Malangke 
6. Kecamatan Malangkebarat 
7. Kecamatan Masamba 
8. Kecamatan Pembantu Mappedeceng 
9. Kecamatan Pembantu Rampi 
10. Kecamatan Sukamaju 
11. Kecamatan Bone-bone 
12. Kecamatan Pembantu Burau 
13. Kecamatan Wotu 
14. Kecamatan Pembantu Tomoni  
15. Kecamatan Mangkutana 
16. Kecamatan Pembantu Angkona 
17. Kecamatan Malili 
18. Kecamatan Nuha 
19. Kecamatan Pembantu Towuti 
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Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara 
dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang 
disahkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 
Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2 dengan 
Kecamatan masing-masing : 
1. Kecamatan Angkona 
2. Kecamatan Burau 
3. Kecamatan Malili 
4. Kecamatan Mangkutana 
5. Kecamatan Nuha 
6. Kecamatan Sorowako 
7. Kecamatan Tomoni 
8. Kecamatan Tomoni Utara 
9. Kecamatan Towuti 
10. Kecamatan Wotu 
Pasca pemekaran, Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas 
kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Baebunta, Limbong, 
Seko, Masamba, Rampi, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, 
Sukamaju dan Bone Bone. Kemudian pada tahun 2012 Kecamatan Bone-
Bone dimekarkan menjadi dua Kecamatan dan melahirkan Kecamatan 
Tana Lili. Kecamatan Tana Lili dioperasionalisasikan pada tanggal 07 juni 
2012, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
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Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili dan Peraturan 
Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Operasionalisasi 
Kecamatan Tana Lili. 
A.2.  Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Secara astronomis, Luwu Utara terletak antara 01053’ 19” - 020 55’ 
36” Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” Bujur Timur. 
Berdasarkan posisi geografisnya, Luwu Utara memiliki batas-batas:  
a. Sulawesi Tengah di Utara,  
b. Sulawesi Barat dan Tana Toraja di sebelah Barat, dan  
c. Kabupaten Luwu dan Telok Bone di sebelah Selatan.  
Kabupaten Luwu Utara memiliki luas sebesar 7.502,58 km2 yang 
secara administratif dibagi ke dalam 12 kecamatan. Secara lengkap 
pembagian wilayah kecamatan disajikan dalam tabel berikut. 
 
Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Kecamatan Luas (km
2
) Persentase 
1 Sabbang 525,08 7,01 
2 Baebunta 295,25 3,94 
3 Malangke 229,70 3,06 
4 Malangke Barat 214,05 2,75 
5 Sukamaju 255,48 3,41 
6 Bone-Bone 127,92 1,71 
7 Tanalili 149,41 1,99 
8 Masamba 1.068,85 14,26 
9 Mappedeceng 275,50 3,68 
10 Rampi 1.565.65 20,89 
11 Limbong 686,50 9,16 
12 Seko 2.109.19 28,14 
 Luwu Utara 7.502,58 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 
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Berdasarkan daftar kecamatan yang disajikan, kecamatan yang 
paling luas wilayahnya adalah  Kecamatan Seko dengan luas 2.109.19 
km2 atau 28,14 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara. 
Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 
Bone-Bone dengan luas 127,92 km2atau 1,71 persen.  Pembagian wilayah 
kecamatan direpresentasikan dalam gambar berikut. 
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 
wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 
9 kecamatan dengan ketinggian 15 – 70 meter di atas permukaan laut dan 
dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 
meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 010 53’ 19” - 020 55’ 36” 
Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” Bujur Timur. 
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b. Penduduk 
Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk 
tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa yang terdiri atas 151.993 jiwa 
penduduk laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan 
dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Luwu Utara 
mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dengan masing-masing 
pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,86 persen dan penduduk 
perempuan sebesar 0,94 persen. Sementara itu besarnya angka rasio 
jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk 
perempuan sebesar 101. 
Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 
mencapai 40 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah 
tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bone-Bone 
dengan kepadatan sebesar 205 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan 
Rampi sebesar 2 jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah tangga 
mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dari tahun 2014. 
Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di 
Kabupaten Luwu Utara tahun 2014 dan 2015 
 
No. Kecamatan Jumlah Penduduk 
 
Laju Pertumbuhan 
Penduduk tahun 
2014-2015 (%) 2014 2015 
1 Sabbang 36.914 37.384 1,27% 
2 Baebunta 44.790 45.150 0,80% 
3 Malangke 27.467 27.535 0,25% 
4 Malangke Barat 24.043 24.135 0,38% 
5 Sukamaju 41.511 41.620 0,26% 
6 Bone-Bone 25.911 26.249 1,30% 
7 Tanalili 22.113 22.245 0,60% 
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8 Masamba 34.455 35.247 2,30% 
9 Mappedeceng 22.884 23.089 0,90% 
10 Rampi 3.082 3.134 1,69% 
11 Limbong 3.882 3.894 0,31% 
12 Seko 12.937 13.005 0,53% 
 Luwu Utara 299.989 302.687 0,90% 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara (2015) 
c. Tenaga Kerja 
Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Luwu Utara pada 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara pada 
tahun 2015 sebesar 6.926 pekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang 
mendaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir 
SMA yaitu sebesar 32,93 persen (2.281 pekerja). Berikut disajikan secara 
lengkap data ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015. 
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis 
Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Jenis Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 
I Angkatan Kerja 86.222 49.331 135.553 
 Bekerja 84.501 47.529 132.030 
 Pengangguran 1.721 1.802 3.523 
II Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, 
Mengurus Rumah Tangga, dan 
lainnya) 
16.509 53.906 70.415 
 Jumlah 102.731 103.237 205.968 
 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 
83,93 47,78 65,81 
 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 
 
98,00 96,35 97,40 
 Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 
2,00 3,65 2,60 
Sumber : Sakernas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 
Agustus 2015. 
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d. Sosial 
1) Pendidikan 
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu negara 
adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkulitas dan 
cukup. Merujuk pada amanat Undang Undang Dasar 1945 amandemen 
pasal 31 ayat 2, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara 
konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program 
wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung 
lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan 
kualitas SDM, yang akan menciptakan SDM tangguh, dan siap bersaing di 
era globalisasi, khususnya era Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
baru diberlakukan. Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada 
pemberian kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah (umur 7-
24 tahun) tanpa terkecuali. 
Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana 
akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Kabupaten 
Luwu Utara mencoba menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan, 
hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kuantitas guru dan jumlah 
sarana sekolah tingkat dasar maupun menengah. 
Sekolah dasar terdiri dari sekolah negeri dan swasta, berjumlah 
271 sekolah (245 Sekolah Dasar dan 26 Madrasah Ibtidaiyah) yang 
menampung 38.874 murid.  Sekolah Menengah Pertama seluruhnya 
berjumlah 109 sekolah (71 Sekolah Dasar dan 38 Madrasah Tsanawiyah) 
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yang menampung 19.168 murid. Terjadi pendirian 1 Madrasah 
Tsanawiyah baru pada tahun 2015. Jumlah Sekolah Menengah Atas 
seluruhnya 49 Sekolah yang  menampung 14.957 murid. Terjadi pendirian 
2 sekolah menengah atas di tahun2015. Berikut disajikan persentase 
penduduk usia 7–24 tahun yang termasuk kelompok umur sekolah dan 
partisipasi sekolah di kabupaten luwu utara pada tahun 2015. 
 
Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis 
Kelamin,Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
Partisipasi Sekolah 
Jenis Kelamin dan 
Kelompok 
Umur Sekolah 
Tidak/Belum 
Pernah 
Sekolah 
 
Masih 
Sekolah  
Tidak 
Sekolah 
Lagi 
(1) (2) (3) (4) 
Laki-Laki    
7 – 12 - 100,00 - 
13 -15 1,63 91,52 6,85 
16 -18 - 69,96 30,04 
19 -24 - 16,54 83,46 
7 – 24 0,40 69,52 30,08 
Perempuan    
7 – 12 - 100,00 - 
13 -15 2,67 92,74 4,58 
16 -18 - 66,62 33,38 
19 -24 0,49 23,67 75,84 
7 – 24 0,79 70,76 28,45 
Laki-Laki+ 
Perempuan 
   
7 – 12 - 100,00 - 
13 -15 2,13 92,11 5,75 
16 -18 0,00 68,29 31,63 
19 -24 0,25 20,10 79,65 
7 – 24 0,60 70,13 29,27 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2015 
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2) Kemiskinan 
Menurut Badan Pusat Statistik, untuk   mengukur   kemiskinan, 
BPSmenggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
(basic needs approach).Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang 
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 
Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis 
Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan 
danperdesaan. 
Tabel 6. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu 
Utara pada tahun 2010-2014 
 
 
Tahun 
 
Garis 
Kemiskinan 
(rupiah) 
Penduduk Miskin 
Jumlah Persentase 
2010 206 944 46,79 16,25 
2011 215 419 42,62 14,64 
2012 224 241 41,42 14,02 
2013 240 721 46,23 15,52 
2014 251 627 43,02 14,31 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara 
3) Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan 
Besarnya rata-rata pengeluaran makanan per kapita penduduk 
pada tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 331.366 
rupiah, sedangkan untuk non makanan  sebesar276.519 rupiah. 
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Untuk pengeluaran makanan, kelompok makanan padi-padian 
merupakan kelompok makanan dengan proporsi pengeluaran terbesar 
dengan rata-rata pengeluaran 67.408 rupiah. Sedangkan untuk 
pengeluaran non makanan, kelompok non makanan perumahan dan 
fasilitas rumah tangga merupakan kelompok non makanan dengan 
proporsi pengeluaran terbesar dengan rata-rata pengeluaran 128.985 
rupiah. Sebagian besar proporsi penduduk termasuk dalam golongan 
pengeluaran 300.000-499.999 per kapita rupiah sebulan. 
Pengeluaran perkapita penduduk menurut kelompok makanan 
sebulan dalam tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara rata-rata sebesar 
Rp. 331.366,00 sedangkan pengeluaran untuk kelompok non makanan 
rata-rata sebesar Rp.276.519,00.  
A.3  Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara 
o Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
 Visi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara diartikan sebagai kondisi 
yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi 
ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan 
antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). 
Rumusan visi ini diharapkan dapat menyatupadukan langkah seluruh 
pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Utara dalam berkontribusi 
kepada pembangunan lima tahun kedepan. 
Dengan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah 
dicapai selama ini, berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 
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tahun 2005-2025 tahapan ketiga, memperhatikan 11 prioritas 
pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan 
tahun 2013-2018, dan memperhatikan sembilan program prioritas 
pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM 
Nasional  tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang 
tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Visi 
Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 
adalah “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas 
dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal” 
Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara 
yang Religius”, “Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan 
“Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut 
adalah sebagai berikut. 
(1) “Luwu Utara yang religius”, dapat dimaknakan sebagai masyarakat 
yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh 
pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang 
religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap 
keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. 
(2) “Pembangunan berkualitas dan merata”, dapat diartikan sebagai 
tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 
semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang 
sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih 
merata di seluruh wilayah kecamatan. 
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(3) “Berlandaskan kearifan lokal”, lebih dimaksudkan sebagai 
penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten 
Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan 
kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara. 
o Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
Misi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara diartikan sebagai upaya 
umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki 
keterkaitan fungsional dengan pokok visi tertentu yang didukung 
pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi juga berfungsi sebagai dasar 
dalam merumuskan tujuan dan sasaran.  
 Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan 
pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi maka misi beserta 
penjelasan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah 
sebagai berikut. 
(1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan 
yang baik, dan komunitas adat yang berdaya 
Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, 
pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju 
arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang 
lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 
terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga 
upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam 
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masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 
yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat. 
(2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah 
layak huni 
Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah 
dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman 
bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola 
hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah 
layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga. 
(3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, 
ketahanan budaya  
Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan 
revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan 
Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal 
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem 
inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan 
kepemmudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.  
(4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik 
pariwisata 
Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian 
daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam 
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mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan 
iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan 
pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini 
mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas 
pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, 
mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.  
(5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup  
Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, 
dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan 
dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya 
umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong 
kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta 
mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.  
(6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan 
infrastruktur wilayah 
Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam 
masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan 
jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi 
persoalan krusial mengingat masih adanya kecaamatan yang belum 
terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam 
menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka,  
sertameningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan 
sumberdaya air. 
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(7) Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan 
perlindungan masyarakat. 
Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi 
pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan 
masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka 
pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancer. Misi ini 
mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum 
dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi ini 
menjadi lebih  urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Timur 
terdiri dari etnis yang beragam. 
B. Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Kelancaran pembangunan dalam daerah sangatlah bergantung 
pada tersedianya keuangan daerah yang dapat menopang segala bentuk 
pembangunan. 
Berdasarkan hal tersebut di kabupaten Luwu Utara sendiri untuk 
Tahun Anggaran 2015 realisasi pendapatan Asli Daerahnya adalah Rp. 
84.668.434.156 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pendapatan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. 
Disamping itu juga terdapat beberapa sumber pendapatan seperti transfer 
pemerintah pusat, transfer pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan, 
dan dana hibah sehingga total realisasi pendapatan kabupaten Luwu 
Utara untuk tahun anggaran 2015 adalah Rp. 1.050.920.708.403 dengan 
rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.84.668.434.156,02, 
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pendapatan Transfer sebesar Rp.838.598.585.301,99, dan Lain-lain 
pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.127.653.688.944,99. 
Tabel 7. Pendapatan Keuangan Kab. Luwu Utara TA 2015 
No Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2014 
1 Pendapatan Asli daerah 84.668.434.156,02 130.513.142.409.79 
2 Transfer pemerintah 
pusat-Dana 
Perimbangan 
709.245.009.035,00 650.885.089.306,00 
3 Transfer pemerintah 
pusat lainnya 
102.992.585.000,00 71.005.797.000,00 
4 Transfer pemerintah 
daerah lainnya 
26.360.991.266,99 27.346.239.496,09 
5 Bantuan Keuangan dari 
provinsi & kab/kota Lain 
838.598.585.301,99 749.237.125.802,09 
6 Lain-lain pendapatan 
daerah yang sah 
127.653.688.944,99 13.710.768.820,00 
Total Pendapatan 1.050.920.708.403,00 893.461.038.031,88 
 
Dalam struktur keuangan daerah yang terintegrasi dalam APBD, 
juga ada elemen Belanja yang menjadi nominal pengeluaran daerah 
dalam melaksanakan fungsinya. Dalam APBD 2015 Luwu Utara Belanja 
dibagi menjadi Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan 
transfer sehingga total realiasasi Belanjanya adalah Rp. 
1.078.436,396.907 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 
Rp.913.402.345.518,89, Belanja Modal sebesar Rp.163.022.834.086,00, 
belanja tak terduga sebesar Rp.570.750.000,00 dan Belanja Transfer 
sebesar Rp.1.440.467.303,00. Berdasarkan Realisasi pendapatan dan 
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belanja daerah, maka Defisit Anggaran Yang terjadi Pada TA. 2015 
adalah sebesar (Rp.27.515.688.504,89) 
Tabel 8. Uraian Belanja Keuangan Kabupaten Luwu Utara TA 
2015 
No Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2014 
1 Belanja Operasi 913.402.345.518,89 702.908.011.522,49 
2 Belanja Modal 163.022.834.088,00 112.269.716.392,00 
3 Belanja tak Terduga 570.750.000,00 313.540.000,00 
4 Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan 
1.440.467.303,00 32.579.967.135,00 
5 Transfer Bantuan 
Keuangan 
- - 
Jumlah Belanja 1.078.436.396.907,89 848.071.235.049,49 
Sehingga Defisit Rp. 27.515.688.504,89 
Tabel 9. Uraian Pembiayaan & pengeluaran pembiayaan Luwu Utara 
TA 2015 
No Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2014 
1 Penerimaan Pembiayaan 56.414.452.934,78 15.303.304.357,31 
Pengeluaran Pembiayan 
1 Pengeluaran 
Pembiayaan 
56.414.452.293,78 15.303.304.357,31 
SILPA    28.898.764.429,89  
  
C. Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan 
Badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah lembaga independen 
yang memiliki tugas memeriksa/audit pengelolaan keuangan daerah 
instansi pemerintahan termasuk pemerintah daerah. BPK berpusat di 
Jakarta dan memiliki beberapa perwakilan dan salah satunya di Kota 
Makassar Sulawesi selatan. 
48 
 
Visi : Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam 
mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan 
transparan. 
Misi : 
a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 
b) Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; dan 
c) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk 
penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. 
Tujuan strategis 
a) Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan; 
b) Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan 
laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan 
kebutuhan pemangku kepentingan; dan 
c) Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK. 
Nilai-nilai dasar 
Dalam melaksanakan misinya, BPK menjaga  nilai-nilai dasar 
sebagai berikut: 
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 Independensi 
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, 
organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan 
pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan 
dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat 
mempengaruhi independensi. 
 Integritas 
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan 
tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 
 Profesionalisme 
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip 
kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada 
standar yang berlaku. 
Gambar 3 
Struktur Organisasi BPK Sulawesi selatan 
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Sebagai lembaga negara yang melakukan pemeriksaan tanggung 
jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas yang 
dapat dirinci kedalam : 
a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara;  
b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Undang-
Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara; 
c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;  
d. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik 
berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan 
tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;  
e. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas 
temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan 
standar pemeriksaan keuangan negara.  
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D. Prosedur dan Kriteria Pemberian opini Hasil Pemeriksaan 
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan 
keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan 
keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan 
opini tentangtingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan pemerintah. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 
Paragraf 14 menyatakan Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah 
laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 
material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia, seperti yang diungkapkan salah satu pemeriksa BPK yaitu 
Opini yang diberikan adalah wajar bukan Benar, wajar dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Wawancara pada tanggal 
15 Januari 2017) 
Gambar 4. 
Prosedur Umum Pemeriksaan 
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1. Kriteria pemberian opini hasil Pemeriksaan atas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah 
Tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah 
merupakan suatu ukuran mengenai kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan oleh Pemerintah terhadap auditor dalam pemeriksaan keuangan 
Negara. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan Satu Paragraf 16 berbunyi:  
“Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, 
kinerja keuangan,dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang 
wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari 
transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan defenisi dan 
kriteria pengakuan asset, liabiltas, pendapatan dan beban yang 
diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. Penerapan SAK, degan pengungkapan tambahan 
jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan 
secara wajar” 
Tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan diukur 
berdasarkan, standar akuntansi pemerintahan, materialitas, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian 
intern.  
 Standar Akuntansi Pemerintahan  
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang 
akuntabilitas maka dalam pengelolaan keuangan negara harus 
diselenggrakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat dari 
Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
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Keuangan Negara yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah 
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.  
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi 
Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan 
pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung 
pelaksanaan penerapan standar tersebut.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan 
rangkaian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 
Kesamaan cara pandang antara penyaji, pemeriksa dan pengguna 
laporan keuangan akan menjadikan interpretasi yang sama dalam 
menerima informasi dari laporan keuangan. Struktur akuntansi 
mengambarkan pengertian pelaporan keuangan sebagai mekanisme 
tentang aksi, sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan 
dalam laporan keuangan termasuk fungsi auditor untuk menentukan 
kewajaran laporan keuangan.  
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 Kecukupan Pengungkapan  
Salah satu standar pemeriksaan keuangan negara dalam 
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara adalah memeriksa kecukupan pengungkapan atau 
bukti, dokumen yang diminta oleh pemeriksa sebagai objek pemeriksaan. 
Selain itu, terdapat pula istilah materialitas merupakan besarnya suatu 
penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan 
memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan 
oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah 
atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. 
Standar pemeriksaan keuangan negara menyatakan bahwa 
pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini secara implisit 
menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan adalah sebuah proses 
pengumpulan dan evaluasi bukti agar auditor dapat menilai apakah 
laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material.  
Dari pernyataan tujuan di atas, nampak jelas bahwa yang menjadi 
inti dari pemeriksaan keuangan adalah soal penilaian mengenai ada 
tidaknya salah saji (misstatement) dalam pelaporan keuangan. Dari 
penjelasan pemeriksa atau auditor BPK mengemukakan juga bahwa 
“Berpedoman pada pengertian tersebut, auditor keuangan 
kemudian secara terang-terangan berusaha mengumpulkan 
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kesalahan perhitungan dan pencatatan akuntansi, yang 
merupakan bentuk salah saji, dan temuan-temuanlain yang 
terkait salah saji dalam laporan keuangan yang tengah mereka 
audit. Salah satu tujuan auditor melakukan hal ini adalah 
mencari koreksi akuntansi sebanyak-banyaknya, di samping 
mengumpulkan bahan yang akan dijadikan dasar opini nantinya, 
sehingga jika masih dalam batas kewajaran yang berpedoman 
pada standar akuntansi umum Indonesia dapat meraih WTP” 
(Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2017) 
 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan  
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus 
mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas 
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan 
keuangan. Ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam 
laporan atas kepatuhan. Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidak 
patuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas 
kepatuhan. Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil 
pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat suatu paragraf yang 
merujuk kepada laporan tersebut. Laporan atas kepatuhan 
mengungkapkan:  
1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan 
administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun 
penyimpanganyang mengandung unsur tindak pidana; dan  
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2) ketidakpatutan yang signifikan.  
Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan 
kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di BPK. Terkait hal itu pihak BPK juga menjelaskan 
Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidak patuhan atau 
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi 
atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada 
pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasehat hukum 
apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang 
penyimpangan dari ketentuanperaturan perundang-undangan tersebut. 
 Efektivitas Pengendalian Intern 
Keuangan Negara yang dikelola wajib dilakukan pengendalian agar 
penggunaannya dapat terarah dalam jangka waktu yang ditentukan. 
Pengendalian itu merupakan tanggung jawab pemrintahsehingga tidak 
terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Negara yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengendalian 
yang dilakukan oleh pemerintah disebut pengendalian intern.  
Substansi pengendalian intern pemerintah meliputi peningkatan 
kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara 
serta pelaksanaannya berada dalam kewenangan Presiden. 
Pelaksanaannya ditujukan kepada pengaturan dan pengendalian system 
intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem 
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pengendalian intern dinyatakan efektif apabila mampu memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian 
tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, 
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Adapun tujuan pengendalian intern pemerintah adalah sebagai 
berikut:  
1) Instansi pemerintah mengelola keuangan Negara secara efisien 
dan efektif;  
2) Melaporkan keuangan negara secara andal;  
3) Mengamankan asset negara; dan  
4) Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
1.1  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Dalam memeriksa Laporan keuangan Pemerintah daerah untuk 
memberikan opini, ada beberapa pos-pos pencatatan yang menjadi 
perhatian pemeriksa seperti : 
a. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan 
informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah 
daerah dalam suatu periode tertentu12. Laporan realisasi anggaran 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan 
                                                          
12 
Lihat Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah    
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dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggara 
Luwu Utara dapat dilihat pada Lampiran 1. Didalam laporan realisasi 
anggaran harus di identifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap 
halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:  
 Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;  
 Cakupan entitas pelaporan;  
 Periode yang dicakup;  
 Mata uang pelaporan; dan  
 Satuan angka yang digunakan.  
Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga 
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer,surplus/defisit, 
dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.Laporan 
Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja 
transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan 
realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan 
keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan 
anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya 
perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-
daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk 
dijelaskan.  
Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali 
dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu 
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periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas 
mengungkapkan informasi sebagai berikut: 
 Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;  
 Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi 
Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.  
b. Neraca Keuangan  
Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi 
keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada 
suatu tanggal tertentu13. Sementara Menurut Samryn, neraca merupakan 
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan 
sebuah organisasi pada satu saat tertentu.14 Neraca keuangan Kabupaten 
Luwu Utara per 31 Desember 2015 adalah jumlah asset sebesar Rp. 
1.118.072.694.320,03 dan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 
Rp.1.118.072.694.320,03 
- Jumlah asset lancer sebesar Rp.1.118.072.694.320,03 terdiri dari: 
Aset Lancar : Rp.   60.895.076.162,62 
Investasi Jangka panjang : Rp.     6.861.919.667,70 
Aset Tetap : Rp. 998.165.863.486,50 
Aset lainnya : Rp.    52.149.835.003,21 
- Jumlah kewajiban sebesar Rp.14.519.084.324,41 terdiri dari: 
Kewajiban Jangka pendek sebesar : Rp.   14.799.935.215,00 
Kewajiban Jangka panjang sebesar : Rp.                      0,00 
                                                          
13
 Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   
14
 L.M. Samryn, 2014,Pengantar Akuntansi,Jakarta, Rajawali Pers., Hlm 34   
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Rincian Neraca dapat dilihat dalam Lampiran 2 . Pada dasarnya 
kegunaan neraca adalah untuk meramalkan kesehatan keuangan, neraca 
dapat digunakan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, fleksibilitas 
keuangan. Selain itu, neraca juga dapat meramalkan jumlah, waktu, dan 
ketidakpastiaan arus kas di masa depan.  
c. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas 
masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal 
pelaporan. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan 
para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut 
terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga 
dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan, dan transitoris. Dalam LKPD TA 2015 Kabupaten 
Luwu Utara Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pemerintah 
kabupaten Luwu Utara pada TA 2015 dan 2014 adalah sebesar 
Rp.133.798.422.904,72 dan Rp.149.844.719.385,47 yang terdiri dari : 
Tabel 10 
Rincian Arus kas bersih dari aktivitas operasi 
(dalam rupiah) 
 
No. Uraian Per 31 Des 2015 Per 31 Des 2014 
1 Arus Kas Masuk 930.044.748.601,72 788.571.993.432,96 
2 Arus Kas Keluar 796.246.325.697,00 638.727.274.047,49 
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi 133.798.422.904.72 149.844.719.385,47 
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Rincian arus kas dapat dilihat dalam Lampiran 3. Satu transaksi 
tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya 
transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan 
bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam 
aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya 
akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang 
dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.  
d. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu dari 
komponen Laporan Keuangan di samping Laporan Arus Kas, Neraca, dan 
Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang 
tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang 
memadai. Sejalan dengan yang diungkapkan auditor BPK bahwa 
“Kalau Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memuat aspek-
aspek yang memadai dan lengkap, bisa jadiakan menjadi suatu 
sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan 
keputusan bagi pengguna umum sehingga bisa meraih WTP” 
(Wawancara pada tanggal 10 Januari 2017) 
Mengingat sistem akuntansi pemerintah berkaitan dengan transaksi 
keuangan pemerintah, maka cakupan isi Catatan ini akan sangat 
berkaitan dengan seputar penganggaran dan realisasi anggaran. Pada 
intinya,isi catatan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang 
telah memengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, dan 
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laporan arus kas yang apabila tidak dijelaskan akan dapat menyensatkan 
pembaca laporan keuangan pemerintah.  
Beberapa hal pokok yang seyogyanya dimuat dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan secara memadai adalah mencakup tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal berikut:  
 Perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan 
dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh 
DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 
target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap 
perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca 
laporan keuangan;  
 Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran dan ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan 
operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode 
pelaporan;  
 Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. ;  
 Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang 
mendasari penyusunan laporan keuangan;  
 Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi yang 
disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan yang dimaksudkan 
untuk menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara 
tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan;  
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 Informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-
pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas 
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
komitmen lain;  
 Informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan 
keuangan;  
 Informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi 
pembaca laporan. 
Berdasarkan seluruh pos pelaporan keuangan diatas, hasil 
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan 
Kabupaten Luwu Utara TA 2015 telah tersaji secara wajar, relevan, dapat 
dibandingkan dan andal. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu 
pemeriksa keuangan Luwu utara bahwa 
“LKPD Luwu utara dinilai wajar penyajiannya memenuhi beberapa 
prinsip akuntansi pemerintahan baik itu Laporan Realisasi 
anggaran, Arus Kas dan neraca walaupun dalam penatausahaan 
asset tetap masih ada yang tidak lengkap seperti dokumen asset 
tanah yang masih fotokopi” 
(Wawancara Pada tanggal 10 Januari 2017) 
1.2  Pemeriksaan Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan 
atasaspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen 
oleh aparat pengawasan internpemerintah daerah. Didalam Peraturan 
BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 
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Negara Paragraf 16 menjelaskan pemeriksaan kinerja terdiri atas 
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi. Pemeriksaan kinerja 
menghasilkan informasi yang berguna meningkatkan kinerja suatu 
program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang 
bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan tindakan koreksi 
serta meningkatkan pertanggung jawaban publik. Pemeriksaan kinerja 
menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi. Seperti yang 
diungkapkan oleh pemeriksa BPK bahwa Pemeriksaan kinerja inilah yang 
nantinya akan memuat temuan dan rekomendasi untuk obrik yang akan 
ditindak lanjuti. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2017)  
Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu 
program adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai 
tujuannya. Pertama, tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan 
efisiensi berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan 
sumber dayanya dengan cara yang paling produktif didalam mencapai 
tujuan program. Kedua, tujuan pemeriksaan itu dapat saling berkaitan satu 
sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu 
pemeriksaan kinerja. 
Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang dalam rangka 
mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dibidang pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. Adapun wewenang Badan Pemeriksa 
Keuangan adalah sebagai berikut:  
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a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta 
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;  
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh 
setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain 
yang mengelola keuangan negara;  
c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang 
milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata 
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan negara;  
d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;  
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah 
konsultasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah yang 
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara;  
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara;  
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g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksaan diluar 
badan pemeriksa keuangan yang bekerja untuk dan atas nama 
Badan Pemeriksa Keuangan;  
h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;  
i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;  
j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebelum ditetapkan oleh 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.  
1.3  Jenis – jenis opini 
Audit Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh 
pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan 
pemeriksaan yakni :  
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqulified opinion)  
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan 
bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal 
yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 
diberlakukan dalam SPKN. Pendapat yang diberikan ketika audit telah 
dilaksanakan sesuai dengan standar audit, auditor tidak menemukan 
kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak 
terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk 
laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:  
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a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan 
auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga 
dapat dipastikan kerja lapangan telah ditaati;  
b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya;  
c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan 
pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian 
pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki 
dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan;  
d. Tidak terdapat ketidak pastian yang cukup berarti (no material 
uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang 
tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara 
memuaskan. 
Auditor BPK yang bertugas memeriksa LKPD kabupaten Luwu Utara 
mengungkapkan bahwa 
“LKPD Luwu Utara tersaji secara wajar, memenuhi beberapa 
prinsip akuntansi seperti Nilai Historis, Realisasi, Periodisitas, 
pengungkapan lengkap dan penyajian wajar” 
(Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2017) 
2. Opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion)  
Opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) adalah opini 
yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa 
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak 
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hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.Dari pengecualian 
tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila: 
 Bukti kurang cukup;  
 Adanya pembatasan ruang lingkup;  
 Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara 
keseluruhan serta auditor yakin bahwa laporan.  
3. Opini Tidak Wajar (adversed opinion)  
Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas 
yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil 
usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia. 
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (disclaimer of opinion)  
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 
adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang 
dibatasi atau ada gangguan terhadap independensi pemeriksa 
berdasarkan Pernyataan Standar Pemeriksaan Satu Peraturan BPK 
Nomor 1 Tahun 2007. Selain itu, terdapat materialitas atau salah saji yang 
ditemukan oleh auditor, sehingga auditor tidak melaksanakan 
pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pemberian opini 
tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan terutama diberikan 
apabila terjadipembatasan ruang lingkup sehingga auditor tidak dapat 
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memberikan pendapat karenaauditor tidak dapat meyakini kewajaran 
penyajian laporan keuangan atas segmen yang sangat material. 
E. Temuan BPK dan pelaksanaan Tindak Lanjut Oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam 
Pasal 20 menyebutkan bahwa Pejabat wajib Menindak Lanjuti 
rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. 
Gambar 5. 
Siklus Tindak Lanjut 
 
 
 
 
 
(Dipantau oleh BPK) 
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“Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menindak lanjuti semua 
rekomendasi dari Temuan BPK oleh masing-masing objek 
pemeriksaan serta akan dilakukan pendampingan secara bertahap” 
(Wawancara Pada Tanggal 6 Januari 2017) 
Berikut adalah temuan dan tindak lanjut dari pemda Luwu Utara 
atas rekomendasi BPK : 
1) Temuan Selisih Saldo Kas Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi Sebesar Rp. 172.062.000,00 
Berdasarkan Laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah 
kabupaten Luwu utara tahun anggaran (TA) 2015 menunjukan anggaran 
belanja pada dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi sebesar 
Rp.10.100.279.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.811.397628,00. 
Dari hasil Surat Perintah pencarian dana (SP2D) diperoleh data 
sebesar Rp.9.983.459.628,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 
9.811.397.628,00, sehingga terdapat saldo kas sebesar Rp. 
172.062.000,00. Dalam Buku kas umum (BKU) menunjukan saldo 
sebesar Rp. 172.062.000,00 sedangkan pada saldo uang tunai dan pada 
saldo rekening Rp0,00.  
Berdasarkan surat pernyataan bendahara pengeluaran Dinsos 
nakertrans (sdr. IYM) bahwa saldo kas sebesar Rp.172.062.000,00 
tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara 
pengeluaran.  
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Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 
a. Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 21 tahun 
2011 tentang pedoman pengeluaran keuangan daerah. 
1) Pasal 122 ayat (9) setiap SKPD dilarang melakukan 
pengeluaran atas beban daerah untuk tujuan lain dari yang 
telah ditetapkan APBD. 
2) Pasal 132 ayat (1) setiap pengeluaran atas beban APBD 
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
Atas permasalahan tersebut tindak lanjut yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten Luwu utara dalam hal ini bupati luwu utara telah 
melaksanakannya dengan memberi sanksi berupaa teguran kepada 
kepala Dinsos Nakertrans. Selain hal itu juga diungkapkan oleh Kepala 
Dinsos Nakertrans bahwa 
“Selisih saldo kas tersebut Rp.172.062.000,00 telah dipertanggung 
jawabkan bendahara pengeluaran dengan menyetor ke kas daerah 
sebesar Rp.172.062.000,00” 
(Wawancara pada tanggal 16 Januari 2017) 
 
Dimana penyetoran dilakukan bertahap dengan rincian sebagai 
berikut  
a. Penyetoran sebesar Rp.50.000.000, berdasarkan STS Nomor 
03/TI/Hkm/LU/II2016 tanggal 17 Februari 2016 
b. Penyetoran sebesar Rp.29.000.000, berdasarkan STS Nomor 
04/TI/Hkm/LU/II2016 tanggal 24 Februari 2016 
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c. Penyetoran sebesar Rp.93.062.000, berdasarkan STS Nomor 
05/TI/Hkm/LU/II2016 tanggal 1 Maret 2016 
Kepala Dinsos Nakertrans juga melakukan penyempurnaan 
kepegawaian dengan memecat bendahara, seperti yang diungkapkannya 
“Selaku Pimpinan unit kerja saya telah memberikan sanksi kepada 
Sdr. IYM dengan memberhentikannya sebagai bendahara 
pengeluaran pada Dinsos Nakertrans demi terciptanya 
kepercayaan masyarakat kepada kami” 
(Wawancara pada tanggal 16 Januari 2017). 
Pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan dalam temuan ini 
merupakan tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dan 
penyempurnaan aparatur pemerintah bidang kelembagaan. 
2) Pengelolaan pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara Tidak Tertib 
Berdasarkan Laporan keuangan Pemkab Lutra TA 2015 
menunjukan target penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp. 
10.557.581.000,00 dan realisasi sebesar Rp.11.353.555.054,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 
Tabel 11 
Target dan Realisasi penerimaan pajak daerah 
TA. 2015 
No Uraian Target Realisasi % 
1 Pajak Hotel 154.000.000,00 96.136.707,00 62% 
2 Pajak Restoran 501.935.000,00 909.882.375,00 181% 
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3 Pajak Hiburan 20.180.000,00 19.008.700,00 94% 
4 Pajak Reklame 175.000.000,00 227.111.375,00 130% 
5 Pajak penerangan jalan 4.575.000.000,00 4.703.287.666,00 103% 
6 Pajak Mineral bukan Logam 1.400.000.000,00 1.443.341.000,00 103% 
7 Pajak Bumi dan bangunan 1.511.466.000,00 3.553.623.614,00 235% 
8 Bea perolehan hak atas 
tanah 
220.000.000,00 401.163.217,00 182% 
 Jumlah 10.557.581.000,00 11.353.555.054,00  
 
Pemungutan pajak daerah tersebut di atas dikelola oleh bidang 
pendapatan daerah DPPKAD dan untuk penagihan pajak hotel tetap dan 
pajak restoran tetap dilimpahkan ke kecamatan berdasarkan keputusan 
Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/327/III/2013 tentang pelimpahan 
kewenangan pengelolaan pendapatan daerah Satuan kerja pengelola 
keuangan daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah kepada 
satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten Luwu 
Utara. 
Dari rincian hasil pemeriksaan oleh BPK ditemukan bahwa : 
a. Pemungutan pajak hotel dan restoran dilakukan oleh kecamatan 
hal tersebut diketahui dari kegiatan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), penetapan pajak 
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terutang dan penyetoran penerimaan pajak dilakukan oleh 
petugas/kolektor kantor kecamatan. 
b. Wajib Pajak (WP) hotel dan restoran menunjukan bahwa tidak 
menyampaikan SPTPD ke DPPKAD. 
c. Petugas/kolektor diketahui bahwa perhitungan jumlah pajak yang 
terhutang pada SPTPD tidak berdasarkan data dari Nota penjualan 
(bill) namun ditetapkan berdasarkan informasi Lisan yang 
disampaikan oleh WP ke kolektor saat dilakukan penagihan. 
Dari kondisi tersebut mengakibatkan Pendapatan daerah dari 
penerimaan pajak Hotel dan Pajak restoran tidak sesuai dengan potensi 
penerimaan yang sebenarnya. 
Atas permasalahan tersebut tindak lanjut yang dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten Luwu utara dalam hal ini bupati luwu utara telah 
melaksanakannya dengan member sanksi berupaa teguran kepada 
kepala DPPKAD dan kolektor penagih yang bermasalah. 
Dari keterangan yang penulis himpun dari dinas DPPKD dalam 
menindak lanjuti lebih jauh agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam satuan 
kerjanya maka dilakukan : 
a. Monitoring dan evaluasi serta pendampingan pemungutan dan 
pengaihan atas pajak Hotel dan pajak Restoran sebelum 
kecamatan melakukan penagihan. 
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b. Bidang pendapatan DPPKAD akan menjemput langsung 
SPTPD dari WP setiap bulannya, sebagai bentuk langsung 
pelayanan kepada WP. 
c. DPPKAD telah menyiapkan bon penjualan (bill) dan 
menghimbau WP agar menggunakannya dalam setiap 
transaksi. 
Dari bentuk pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan pada temuan 
yang terjadi di Dinas DPPKAD merupakan Tindakan administrative sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan penyempurnaan 
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. 
3) Pengelolaan Belanja HIbah dan Belanja Bantuan Sosial Tidak 
sesuai Ketentuan 
Dari hasil pemeriksaan BPK terdapat temuan dalam mekanisme 
penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa barang 
pada beberapa SKPD. Dimana proposal yang disampaikan/diajukan oleh 
masyarakat kepada SKPD terkait belum dievaluasi pada saat proses 
penyusunan APBD namun evaluasi dilakukan setelah APBD ditetapkan. 
Penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa 
barang dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang 
disampaikan oleh SKPD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) selanjutnya diasistensi oleh TAPD sebagai bahan penyusunan 
Anggaran pendapatan Belanja Daerah dan pembahasan APBD dengan 
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pihak DPRD. RKA yang disampaikan oleh SKPD tidak mencantumkan 
nama-nama yang mengusulkan hibah dan bantuan sosial sehingga APBD 
yang ditetapkan belum mencantumkan nama-nama penerima hibah dan 
bantuan sosial. Setelah APBD ditetapkan SKPD terkait melakukan 
evaluasi atas usulan/proposal yang diajukan oleh masayarakat, 
selanjutnya penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang ditetapkan 
dengan surat Keputusan Bupati. 
Dimana ada empat penerima hibah berupa barang sebesar 
Rp.177.920.045,00 tidak memenuhi syarat penerima hibah, dengan 
rincian sebagai berikut : 
Tabel 12 
Daftar Penerima hibah yang tidak memenuhi syarat 
No Nama Nama 
Usaha 
Jenis Usaha Bantuan Jumlah 
Bantuan 
1 Hatta 
Pasajo 
Unelta Bengkel 
service motor 
Perlatan 
Perbengkelan 
64.995.700,00 
2 Sultan B Tiga Putra 
II 
Bengkel 
motor dan Las 
Perlatan 
mesin Las 
25.000.000,00 
3 Handry Las Andry 
Jaya 
Bengkel Las Mesin Las 40.000.000,00 
4 Arfah Dua Putra Bengkel Mobil Perlatan 
bengkel Mobil 
46.963.400,00 
 Jumlah 177.959.100,00 
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Adapun persyaratan penerima hibah adalah : 
 Kelompok Masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu 
 Memiliki kepengurusan yang jelas 
 Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang 
bersangkutan 
Akan tetapi dari hasil konfirmasi yang dilakukan peneliti kepada 
penerima hibah tersebut diketahui adalah pengusaha/pemilik usaha dan 
bukan kelompok masyarakat. Adapun pembentukan kelompok ditetapkan 
oleh kepala Desa setempat yang personilnya adalah tetangga pemilik 
usaha. Kelompok orang dibentuk hanya formalitas untuk memenuhi 
persyaratan administrasi dalam pengajuan bantuan hibah dari pemerintah 
kabupaten Luwu Utara. Dan menurut keterangan dari staf Dinsos 
Nakertrans yang melakukan evaluasi atas kelompok masyarakat yang 
mengajukan proposal diperoleh penjelasan bahwa evaluasi dilakukan 
berdasarkan dokumen dalam proposal. 
Kondisi yang terjadi diatas tidak sesuai dengan Permendagri 
Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan 
sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sehingga terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar 
Rp.177.920.045,00 serta membuka peluang penyalahgunaan keuangan 
daerah. 
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Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Bupati Luwu utara 
dengan memberikan sanksi teguran kepada Kepala Dinsos Nakertrans. 
Kepala Dinsos Nakertrans juga mengungkapkan 
“Kesalahan yang terjadi disebabkan kurangnya pemahaman secara 
mendalam dari pihak-pihak yang terkait dan kedepan akan lebih 
berupaya untuk merencanakan menganggarkan dan menggunakan 
belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.” 
(Wawancara Pada Tanggal 16 Januari 2017) 
Sesuai dengan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan diatas 
maka tergolong dalam tindakan administrative sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan serta tindakan penyempurnaan kelembagaan, 
kepegawaian dan ketatalaksanaan. 
Gambar 7 
Surat Pemberian Sanksi dari Bupati Luwu Utara berupa teguran ke 
kepala Dinsos Nakertrans 
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4. Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBB-P2) tidak sesuai ketentuan 
Laporan keuangan pemkab Lutra TA 2015 menyajikan piutan PBB-
P2 sebesar Rp.3.209.955.255,0.  
Tabel 13 
Piutang PBB-P2 Pemkab Lutra per 31 Desember 2015 
No Uraian Jumlah 
1 Piutang TA 2015  721.967.710,00 
2 Piutang TA 2014 499.878.002,00 
3 Piutang Pengalihan Bruto dari KPP Pratama Palopo 2.392.262.825,00 
4 Ekstracomtable piutang yang dinyatakan macet 394.253.117,00 
5 Pelunasan Piutang 9.900.165,00 
6 Saldo piutang yang dialihkan dari KPP pratama Palopo 1.988.109.543,00 
 Jumlah Piutang PBB-P2 3.209.955.255,00 
 
Dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran 2014 lalu 
Nomor 21.B/LHP/XIX.MKS/05/2015 tanggal 18 mei 2015 antara lain 
diungkapkan bahwa PBB-P2 hasil pengalihan dari KPP pratama Palopo 
belum divalidasi dan atas temuan tersebut BPK merekomendasikan 
Bupati Luwu Utara agar menginstruksikan : 
a. Kepala DPPKAD untuk melakukan Validasi/verifikasi atas pengalihan 
tunggakan PBB-P2 dari KPP pratama kota palopo dan menyesuaikan 
nilai piutang dalam laporan keuangan sesuai hasil validasi/verifikasi. 
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b. Para kepala desa/Lurah untuk segera menyerahkan lembar kedua 
DPH kepada bidang pendapatan DPPKAD setiap melakukan 
penyetoran PBB-P2. 
Pada saat BPK melakukan pemeriksaan untuk TA 2015 atas 
pengelolaan PBB-P2 menunjukan bahwa piutang pengalihan dari KPP 
pratama palopo sebesar Rp.2.392.262.825,00 belum seluruhnya divalidasi 
dan hasil validasi belum dapat diyakini sepenuhnya. 
Selain permasalahan diatas, juga terdapat temuan terhadap 
penyetoran penerimaan PBB-P2 yang tidak tepat waktu seperti pada Desa 
Tete Uri baru melakukan penyetoran ke Kas daerah 5 s.d. 7 bulan setelah 
penerimaannya 
Atas terjadi permasalahan tersebut Bupatu Luwu Utara telah 
memberikan sanksi kepada Kepala seksi pendataan bidang pendapatan 
DPPKAD dan kolektor penagih pada desa Tete Uri dan Desa Pombakka. 
Selain hal diatas pihak dinas DPPKAD juga melakukan tindak 
lanjuti dalam satuan kerjanya dengan melakukan : 
a. Validasi atau verifikasi lebih lanjut terhadap rincian data tunggakan per 
WP yang terdapat dalam BAST pengalihan tunggakan PBB-P2 dari 
KPP pratama Kota Palopo. 
b. Telah melakukan sosialisasi pengelolaan PBB-P2 kepada 
Desa/Kelurahan setiap Tahunnya. 
81 
 
Dari bentuk pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap 
temuan diatas merupakan bentuk tindakan administartif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan serta tindakan penyempurnaan 
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. 
Gambar 8. 
Surat teguran untuk Kolektor PBB-P2 
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5. Kekurangan Volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar 
Rp.37.618.194,59 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
belum dikenakan sanksi denda keterlambatan pada Dinas PU 
minimal sebesar Rp.49.086.285,48 
Pemkab Lutra menganggarkan belanja modal pada TA. 2015 
sebesar Rp.186.981.894.301,71 dengan realisasi sebesar 
Rp.163.022.834.086,00 atau 87,19%. 
Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK diketahui bahwa terdapat 
pekerjaan pada dinas kesehatan yang tidak sesuai kontrak dan pada 
dinas Pekerjaan umum (PU) terdapat keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan yang belum dikenakan denda oleh pejabat pembuat komitmen 
(PPK) dengan rincian sebagai berikut. 
a.  Dinas Kesehatan 
Dinas kesehatan Luwu utara merealisasikan belanja modal sebesar 
Rp.7.087.335.500,00 pada TA. 2015. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak 
dan fisik secara uji petik terhadap kegiatan TA 2015 pada dinas kesehatan 
diketahui terdapat pekerjaan tidak sesuai kontrak yaitu pada pekerjaan 
rehabilitasi total puskesmas Limbong. 
Pekerjaan rehabilitasi total puskesmas limbong dilaksanakan oleh 
CV. Harris Persada (HP) berdasarkan kontrak Nomor. 
36.02/kontrak/DK/LU/2015 tanggal 2 juli 2015 dengan nilai kontrak 
sebesar Rp.1.492.217.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
selama 170 hari kalender sejak tanggal 6 Juli s.d 22 desember 2015 
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pekerjaan fisik telah diselesaikan sesuai jangka waktu kontrak dan 
pembayaran telah direalisasikan seluruhnya serta telah diserah terimakan 
melalui berita acara serah terima (BAST) No.36.11/PHO/DK-LU/2015 
tanggal 22 desember 2015. 
Hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan BPK,PPTK, rekanan dan 
konsultan pengawas diketahui bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang 
kurang volume sebesar Rp.37.618.194,59. 
b. Dinas Pekerjaan Umum 
Dinas pekerjaan umum Lutra merealisasikan belanja modal 
sebesar Rp.76.162.307.095,00 pada TA 2015. Hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh BPK terhadap beberapa kegiatan TA 2015 pada dinas PU 
diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yaitu pada paket 
pekerjaan Konstruksi pengaspalan Jalan (No. Ruas 45) Ruas Bakka – 
Pengkendekan kecamatan Sabbang, Pengaspalan jalan (No. Ruas 15) 
Ruas baebunta – Dadeko kecamatan Baebunta dan pengaspalan jalan 
(No. Ruas 133) Ruas Tolada – Rampoang kecamatan Malangke. 
Pekerjaan paket pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan oleh 
PT. Kurnia Mulia Mandiri (KMM) berdasarkan kontrak No.005/SP-
PBJ/BM/DPU tanggal 15 juni 2015 dengan nilai kontrak sebesar 
Rp.4.756.368.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 
hari kalender sejak tanggal 15 juni s.d. 11 Desember 2015. Penyelesaian 
pekerjaan fisik tersebut mengalami keterlambatan dari jangka waktu yang 
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ditetapkan dalam kontrak. Adapun total denda yang dikenakan akibat 
keterlambatan pekerjaan tersebut sebesar Rp.49.086.285,48. 
Kondisi yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan : 
a. Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan 
Kedua atas peraturan presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang 
pengadaan barang dan jasa pemerintah: 
1. Pasal 89 ayat (4) menyatakan bahwa pembayaran 
bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai 
pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau 
bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah 
terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak; 
2. Pasal 95 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila terdapat 
kekurangan dalam hasil pekerjaan, panitia/pejabat penerima hasil 
pekerjaan melalui PPK mememerintahkan penyedia barang/jasa 
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan sebagaimana 
yang di isyaratkan dalam kontrak. 
3. Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa panitia/pejabat 
penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah 
seluruh hasil pekerjaan dilaksnakan sesuai dengan ketentuan 
kontrak. 
Dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK 
maka Bupati Luwu Utara memberikan Sanksi teguran kepada Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, PPK, PPTK, konsultan 
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pengawas dan pengawas teknis yang lalai dalam melakukan 
pengendalian dan pengawasan melalui surat teguran Nomor. 700/30/TL-
C/Hkm/VI/2016. 
 
 
Gambar 9. 
Surat Teguran untuk Kepala Dinsa Kesehatan dan PU 
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Gambar 10. 
Surat Teguran untuk PPK, PPTK
 
 
Gambar 11. 
Surat Teguran untuk Konsultan pengawas dan pengawas teknis 
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Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Objek pemeriksaan 
adalah : 
a.  Dinas Kesehatan 
Melalui wawancara dengan Pihak dinas kesehatan menyampaikan 
bahwa Dinas kesehatan Telah menyampaikan ke penyedia jasa CV, Haris 
Persada untuk menyetor ke Kas Umum daerah atas kekurangan volume 
tersebut. Dan telah ditindak lanjuti dengan menyetor ke kas Daerah 
secara bertahap sebesar Rp.10.000.000,00 berdasarkan STS No.01/2016 
pada tanggal 25 mei 2016 dan sebesar Rp.27.618.195,00 berdasarkan 
STS No.02/2016 tanggal 31 Mei 2016. 
b.  Dinas Pekerjaan Umum 
Begitupun dengan Kepala Dinas pekerjaan Umum telah menindak 
lanjuti dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp. 46.227.000,00 
berdasarkan STS Nomor 05/R/PU/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan sebesar 
Rp.2.859.581 pada tanggal 30 Desember 2016. Dari jumlah denda 
keterlambatan sebesar Rp.49.086.285,48 telah disetor seluruhnya 
sebesar Rp49.086.581,00 sehingga terdapat kelebihan setor sebesar 
Rp.295,52. 
Dari bentuk pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik 
maka termasuk kedalam Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan 
ganti rugi. 
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Gambar 12. 
Bukti setoran Denda keterlambatan pekerjaan pada Dinas PU 
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Gambar 12. 
Bukti Slip penyetoran 
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Tabel 14 
Temuan dan Tindak lanjut Pemeriksaan Keuangan daerah Luwu 
Utara TA 2015 
 
No TEMUAN TINDAK LANJUT KETERANGAN 
1 
Selisih Saldo Kas pada Dinsos 
Nakertrans Sebesar 
Rp.172.062.000,00 yang 
digunakan utk keperluan pribadi 
bendahara Dinsos Nakertrans 
- Bupati Luwu Utara 
Memberi sanksi Kepala 
Dinsos Nakertrans yang 
dianggap lalai 
- Bendahara tersebut 
diberhentikan dari 
jabatannya 
- Dituntut melakukan ganti 
kerugian negara 
 
 
 
TELAH DI 
TINDAKLANJUT 
2 
Pengelolaan pajak hotel dan 
pajak restoran pada pemerintah 
kabupaten Luwu Utara tidak 
tertib 
- Bupati Luwu Utara 
memberi sanksi kepala 
DPPKAD 
- DPPKAD menyiapkan bon 
penjualan untuk wajib 
pajak 
- DPPKAD melakukan 
monitoring dan evaluasi 
dalam proses penagihan 
pajak 
TELAH DI 
TINDAKLANJUT 
3 
Pengelolaan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBB-P2) tidak sesuai 
ketentuan 
- DPPKAD akan melakukan 
validasi piutang PBB-P2 
- Melakukan sosialisasi di 
desa/kelurahan setiap 
tahunnya 
TELAH DI 
TINDAKLANJUT 
4 
Pengelolaan belanja hibah dan 
belanja bantuan social tidak 
sesuai ketentuan 
- Bupati Luwu Utara 
member sanksi kepada 
Dinsos Nakertrans 
TELAH DI 
TINDAKLANJUT 
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- Dinsos Nakertrans 
mengungkapkan akan 
lebih cermat dalam 
pemberian hibah sesuai 
ketentuan perundang-
undangan 
5 
Kekurangan volume pekerjaan 
pada dinas kesehatan sebesar 
Rp. 37.618.194,59 dan 
keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan belum dikenakan 
sanksi denda keterlambatan 
pada dinas PU minimal sebesar 
Rp.49.068.285,48 
- CV Harris Persada dituntut 
untuk melakukan 
penyetoran ke kas daerah 
akibat kekurangan volume 
pekerjaan Puskesmas 
kecamatan Limbon 
- PT. Kurnia Mulia Mandiri 
(KMM) dituntut untuk 
melakukan penyetoran ke 
kas daerah akibat 
keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan.  
TELAH DI 
TINDAKLANJUT 
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F. Faktor – Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
Tindak Lanjut 
Pelaksanaan tindak lanjut merupakan aksi memperbaiki kesalahan 
yang terjadi agar kembali seperti perencanaan awal (Corrective action) 
yang dilaksanakan oleh Objek Pemeriksaan, tindak lanjut ini merupakan 
kewajiban bagi obrik untuk melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi 
Badan Pemeriksa Keuangan. Tentunya dalam pelaksanaan tindak lanjut 
menemui beberapa factor yang dapat memperlancar atau menghambat 
proses tindak lanjut tersebut, adapun factor-faktornya adalah. 
F.1  Faktor Pendukung 
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak lanjut oleh Objek 
Pemeriksaan (obrik) ada beberapa factor yang sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran tindak lanjut tersebut, seperti sebagai berikut: 
 Adanya Sifat koperatif yang ditunjukan oleh obrik setelah menerima 
rekomendasi dari BPK baik itu dalam tindak lanjut administrative, 
penyempurnaan kelembagaan atau ketatalaksanaan serta sifat 
koperatif perihal tindak lanjut tuntutan perbendaharaan ganti rugi. 
 Kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam 
menyempurnakan kembali pelaksanaan system kerja agar sesuai 
dengan aturan yang berlaku dan rekomendasi dari BPK. 
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F.2  Faktor Penghambat 
Adapun factor yang menghambat dalam kelancaran pelaksanaan 
tindak lanjut yang dilakukan oleh objek pemeriksaan adalah sebagai 
berikut: 
 Rumitnya proses administrasi di SKPD atau satuan kerja objek 
pemeriksaan (obrik), seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris 
Badan Hukum Luwu Utara: 
“Terdapat temuan pada objek pemeriksaan dan diminta 
untuk menindak lanjuti akan tetapi ketepatan waktunya 
kadang tidak lambat dikarenakan proses administrasi di 
satuan kerja tersebut sangat rumit, padahal kita diberikan 
waktu hanya 60 Hari” 
(Wawancara pada tanggal 16 Januari 2017) 
 Mutasi jabatan yang terjadi juga menyebabkan terjadi hambatan 
dalam pelaksanaan tindak lanjut, hal ini dikarenakan kepala SKPD 
atau pegawai yang saat itu masih di instansi tersebut yang 
mendapat temuan oleh BPK akan tetapi, sebelum pelaksanaan 
tindak lanjut telah dilakukan mutasi sehingga perlu kembali ada 
penyesuaian atau pengkajian ulang yang dilakukan oleh obrik 
dalam menindak lanjuti. 
 Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari objek pemeriksaan 
(obrik) seperi yang diungkapkan oleh Bupati Luwu Utara Bahwa: 
“Tindak lanjut terkadang terhambat disebabkan karena 
kurangnya kepedulian dari obrik karena dalam 
melaksanakan tindak lanjut aturan atau petunjuk telah 
tersedia untuk dilaksanakan akan tetapi juga masih 
rendahnya kepedulian sehingga keefektivan dan ketepatan 
waktu menjadi korban” 
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(Wawancara pada tanggal 6 Januari 2017) 
 Tindak lanjut yang berupa tuntutan perbendaharaan ganti kerugian 
yang melibatkan pihak ketiga menjadi factor penghambat 
selanjutnya, dikarenakan tidak koperatifnya pihak ketiga dalam 
melakukan ganti kerugian atas pemeriksaan BPK. Seperti yang 
diungkapkan oleh sekretaris daerah Luwu Utara: 
“Kerumitan tindak lanjut terkadang timbul jika melibatkan 
pihak ketiga, seperti ada kontraktor yang volume 
pengerjaannya menurut BPK itu kurang dan harus menyetor 
ke Kas daerah dan ini yang kita kesulitan dalam melakukan 
penagihan” 
(Wawancara pada tanggal 6 Januaro 2017) 
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BAB V 
PENUTUP 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hasil Pemeriksaan 
Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun anggaran 
2015. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk 
hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan 
sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya. 
A. Kesimpulan 
a. Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara mendapatkan Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP), hal ini didasarkan pada penyajian Laporan 
Keuangan Kabupaten Luwu utara yang dinilai Wajar Oleh 
pemeriksa atau Auditor berdasarkan Standar akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia dan standar akuntansi pemerintahan, 
seperti menyajikan secara wajar pencatatan akan : 
 Laporan Realisasi Anggara 
 Neraca Keuangan 
 Laporan Arus Kas 
 Catatan atas Laporan keuangan 
Pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 
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disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini secara 
implisit menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan adalah sebuah 
proses pengumpulan dan evaluasi bukti agar auditor dapat menilai 
apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji 
yang material. 
b. Kabupaten Luwu Utara sebagai Objek pemeriksaan yang 
dilaksanakan oleh BPK dan dari Hasil pemeriksaan tersebut 
memuat beberapa temuan serta rekomendasi yang wajib untuk 
ditindak lanjuti. Setelah keluarnya hasil pameriksaann atas kinerja 
oleh BPK maka Pemda Luwu utara menindak lanjuti selama 60 
Hari. Dalam Hasil pemeriksaan BPK dengan nomor 
22.C/LHP/XIX.MKS/06/2016 memuat lima temuan dan 
rekomendasi untuk ditindak lanjuti, selama 60 hari Pemda Luwu 
Utara telah menindak lanjuti seluruhnya dan telah diterima oleh 
BPK sehingga kecukupan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan 
tindak lanjut tercapai akan tetapi keefektivan dirasa kurang tercapai 
dikarenakan bentuk sanksi yang diberikan oleh Kepala daerah 
dalam hal ini Bupati Luwu Utara hanya berupa teguran yang kurang 
member efek jera. 
c. Factor yang mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut terbagi atas 
factor pendukung dan penghambat, yang menjadi factor pendukung 
adalah 
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 Sifat koperatif dari obrjek pemeriksaan 
 Sumber daya manusia yang berkompeten 
Adapun factor penghambat pelaksanaan tindak lanjut adalah 
 Rumitnya proses administrative di satuan kerja 
 Mutasi jabatan 
 Kurangnya kepedulian dan pemahaman pegawai 
 Tidak koperatifnya pihak ketiga dalam hal ganti kerugian 
B. Saran 
a. Pemerintah kabupaten Luwu Utara harus mempertahankan opini 
WTP dengan tetap melakukan pencatatan Laporan Keuangan 
sewajarnya sesuai dengan nilai historis pada tiap pos laporan 
keuangan. Serta pencatatan laporan keuangan 43 SKPD yang 
tadinya dibuat oleh DPPKAD harusalah disusun oleh masing-
masing satuan kerja. 
b. Dalam pemberian Opini terhadap LKPD perlu untuk disinkronkan 
dengan pemeriksaan kinerja yang mendapat temuan, sehingga 
meskipun LKPD meraih WTP akan tetapi ada temuan dalam 
pemeriksaan kinerja maka opini tersebut bisa turun. 
c. Peningkatan efektivitas tindak lanjut harus menjadi target 
selanjutnya demi tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang 
tertib. Salah satu upaya yaitu dengan memberikan sanksi yang 
lebih tegas terhadap obrik yang mendapat temuan apalagi jika 
temuan tersebut berulang.  
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d. Semua faktor penghambat tindak lanjut harus diatasi dengan 
memberikan pembekalan terhadap sumber daya manusianya akan 
pelaksanaan tindak lanjut ini. 
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